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DESA KARANGSEMBUNG 
KABUPATEN TASIKMALAYA 

PERATURAN DESA 
NOMOR 07 TAHUN 2021 

TENTANG 
KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN 

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang 

Mengingat 

KEPALA DESA KARANGSEMBUNG 

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 

ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 

2016 Tentarig ewenangan Desa, Pemerintah Desa 

menetapkan Peraturan Desa tentang kewenangan 

berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala 

Desa dan Desa Adat; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Desa tentang 

Kewenarigan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan 

Lokal Berskala Desa Desa Karangsembung Kecamatan 

Jamanis. 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 

Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221); 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

Undang 
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3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa yang Bersumber dan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5558); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 

tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 

tentang Pedoman Pembangunan Desa; 

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman 

Kewenangan Berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan 

Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 158); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 611); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 03 

Tahun 2016 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi 

Kewenangan 
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Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 

Nomor 03; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 02 

Tahun 2017 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 

Tasikrnalaya Tahun 2017 Nomor 02. 

Memperhatikan 

Dengan Kesepakatan Bersama 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGSEMBUNG 

Dan 

KEPALA DESA KARANGSEMBUNG 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN BERDASARKAN 

HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA 

DESA. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

1. Dalam Peraturan Desa mi yang dimaksud dengan: 

2. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya. 

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Tasikmalaya. 

4. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Tasikmalaya. 

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 

Penyelenggaraan 
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penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah. 

7. Camat adalah Camat atau sebutan lain adalah pemimpin 

dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah 

kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya 

memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dan 

Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan 

otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum 

pemerintahan. 

8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut 

dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Desa. 

11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat 

BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi 

pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dan 

penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan 

ditetapkan secara demokratis. 

12. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa 

meliputi kewenangan berdasarakan hak asal-usul, 

kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang 

ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan lain 

yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, 

Atau 
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atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

13. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang 

merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa 

atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan 

perkembangan kehidupan masyarakat. 

14. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan 

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan 

efektif dijalankari oleh desa atau yang muncul karena 

perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa. 

15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan 

yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan 

disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. 

16. Kiarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap 

Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan 

kepentingan umum, dan/atau Peraturan Perundang-

undangan yang lebih tinggi. 

17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, 

selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana 

Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 

(enam) tahun. 

18. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKP 

Desa adalah penjabaran dan RPJM Desa untuk jangka 

waktu 1 (satu) tahun. 

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya 

disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan 

Pemerintahan Desa. 

20. Program Desa adalah penjabaran kebijakan Pemerintah 

Desa dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih 

kegiatan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan 

misi Pemerintah Desa. 

21. Kegiatan Desa adalah bagian dan Program Desa yang 

dilaksanakan oleh perangkat desa dengan mengerahkan 

Sumber 
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sumber daya manusia, peralatan, dana sebagai masukan 

untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa. 

BAB II 

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL 

Pasal 2 

Kriteria kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul antara 

lain: 

a. Merupakan warisan sepanjang masih hidup; 
b. Sesuai perkembangan masyarakat; dan 
c. Sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Pasal 3 

Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam 

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan 

Peraturan Desa mi. 

BAB III 

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA 

Pasal 4 

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa antara lain: 

a. sesuai kepentingan masyarakat desa; 
b. telah dijalankan oleh Desa; 
c. mampu efektif dijalankan oleh desa; 
d. muncul karena perkembangan desa dan prakarsa 

masyarakat Desa; dan 
e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke 

Desa. 

Daftar  
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Pasal 5 

Daftar Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Desa mi. 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

Peraturan Desa mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Desa mi dengan penempatannya 

dalam Lembaran Desa Karangsembung. 

Ditetapkan di : Karangsembung 

Diundangkan di Desa Karangsembung 
Pada tanggal: 31 Desember 2021 
SEKRETARIS D SA KARANGSEMBUNG 

ARIANO PRkTISNA 

LEMBARAN DESA KARANOSEMBUNG TAHUN 2021 NOMOR 
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